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ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh

ANYTA SITUMORANG

Penerapan ultimum remediumterhadap anakpelaku tindak pidana terorisme
merupakan keseluruhan proses peradilanpidana anak sebagai jalan terakhir.
Asaspemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme
mengacukepada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Dalam semuatindakan yang menyangkut anak yang dilakukanoleh pemerintah,
masyarakat, badan legislatif, danbadan yudikatif maka kepentingan yang
terbaikbagi anak harus menjadi pertimbangan utama.Proses peradilan pidana
sejauh  mungkindihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain(ultimum
remedium) dan penjatuhan pidananya punharus bersifat non-custodial,
sehinggameminimalisasi adanya dampak negatif daridijatuhkannya pidana
penjara.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis penerapan ultimum
remediumterhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme, diperoleh
kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penerapan Ultimum
remedium terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme,Majelis hakim dalam
menjatuhkan pidana dalam putusan No:22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt. Tim terkait
anak pelaku tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, hakim tidak menerapkan
prinsip ultimum remedium. Dalam penjatuhan vonis dua tahun pidana penjara
terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, hakim mempertimbangan beberapa
hal-hal yang bersifat yuridis, nonyuridis, hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal
yang meringankan kepada terdakwa. Adapun implikasi penerapan Ultimum
remedium terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme terdapat dua macam,
yakni implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif dan negatif dapat
ditinjau dari segi pembuat delik dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.



Anyta Situmorang
Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada hakim anak, kedepannya perlu untuk
benar-benar memahami asas-asas hukum pidana khususnya asas ultimum
remedium serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana terorisme, sehingga menghasilkan
putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan
hukum.Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kedepannya
perlu memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah pencegahan tindak
pidana terorisme khususnya yang melibatkan anak. Hal ini diperlukan agar anak
tidak terjerat paham radikal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Ultimum Remedium, Anak, Terorisme.
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“ Mendekatlah Kepada Allah dan 1a Akan Mendekat Kepada mu”

(Yakobus 4 : 8a)

“ Janganlah hendaRnya Ramu Ruatir tentang apapun juga, tetapi nyataRanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi4: 6)

“ Kenali dirimu, Kenali musuhmu, dan Kenali medan tempurmu, Dan Rau akan memenangi
seribu pertempuran”

(Sun Tzu)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme
telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional Terorisme pada
awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam
kerangka intensitas konfik yang rendah low intencity conflict. Pada umumnya

tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestic suatu negara.'

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan
berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat
dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme
tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana
awal munculnya, tetapi telan merambah dan merusak serta menghancurkan
berbagai kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan
terusiknya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan
sebagai salah satu dari delapan trans national crime.Terorisme merupakan
kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi
ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini.

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasinya dan

! Poltak Dedy Gultom dikutip dari skripsi yang berjudul Kinerja Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme, 2007, him 1



memiliki jaringan yangglobal dimana kelompok-kelompok terorisme yang
beroperasi di berbagai negara telah dikuasi atau telah terkooptasi oleh suatu
jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme
kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam

aspek operasional.

Perkembangan terorisme di negara Indonesia pada akhir-akhir ini dapat dikatakan
sebagai hal yang memprihatinkan, karena hampir setiap tahun pasti ada saja aksi-
aksi terror yang selalu memakan korban baik korban luka-luka maupun korban
tewas. Kegiatan para teroris yang meresahkan masyarakat memaksa masyarakat
untuk lebih waspada bila berada di suatu tempat yang dirasa mencurigakan.
Keresahan dan kewaspadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola
kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menimbulkan
banyak akibat bagi kehidupan bangsa, dari hal tersebut rasa nasionalisme dari para
generasi mudapun mulai dipertanyakan karena seringkali pada kenyataannya para
teroris selalu merekrut anak yang masih labil untuk dijadikan sebagai kurir

maupun pelaku aksi teror bunuh diri yang meresahkan masyarakat.

Salah satu persoalan kasus yang dilakukan oleh anak ialah tentang kejahatan
berupa keikutsertaan anak dalam aksi terorisme di salah satu Gereja HKBP
Oikumene di JI. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa
Janan Ilir, Kota Samarinda. Pelaku bernama Ridho Pratama Putra (16) yang di
vonis 2 (dua) tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan
sedang menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).Kejahatan

aksi terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja,



tetapi juga Anak yang dikategorikan oleh Hukum masih dibawah umur sebagai
pelakunya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan karena Anak yang
seharusnya menjadi harapan bangsa justru melakukan tindak pidana. Pengaruh
negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana anak dikenakan
pidana penjara. Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar
ketentuan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tetang Sistem
Peradilan Pidana Anak diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 71 ayat
(1) yaitu : pidana pokok, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,
pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara, selain itu ada juga pidana
tambahan; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
pemenuhan kewajiban adat. Dimana pidana penjara Anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir (ultimum remedium).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak
mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang
terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 vyang
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, Yyaitu
nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang, dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan anak merupakan suatu
usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan



adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan perlindungan anak mungkin
harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara wajib
memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan
adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan
salah salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan ini
perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan
secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan
perawatan secara khusus. Perkembangan anak ke arah yang dewasa, kadang
seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun

lingkungan sekitar.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-
undangan terkait perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor35
Tahun 2014 tentang Perlindunga Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem
peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.
Melihat hal ini peran penegak hukum dalam menyikapi tindak pidana terorisme
yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku harus di perhatikan dalam penjatuhan
pidananya. Pihak penegak hukum juga dituntut berjiwa profesional dalam

memberikan pidana pada anak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, aparat penegak hukum di harapkan

dapat menemukan alternative hukuman lain khususnya kepada Anak sebagai



pelaku tindak pidana teroris sebelum menjatuhkan pidana penjara terhadap anak
tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Analisis Penerapan
Ultimum remedium Terhadap Anak yang melakukanTindak Pidana

Terorisme”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan

permasalahan yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan hukum hakim dalampenerapan
ultimum remedium terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme?

2. Bagaimanakah implikasi penerapan ultimum remedium terhadap Anak yang

melakukanTindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
Pidana ultimum remedium terhadap anakpelaku tindak pidana terorisme.

b. Untuk mengetahui implikasi penerapan ultimum remedium terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

¢. Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan.



2.  Kegunaan Penelitian
Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu dari sisi

teoritis dan praktis, adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum
pidana dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan dengan
pertimbangan hukum dalam penerapanultimum remedium terhadap anak pelaku
tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagipenegak hukumdalam hal melaksanakan tugas sesuai kewenangan terutama
dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam

penerapan ultimum remedium terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana
hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam
suatu masalah tertentu. Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang
menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang

dianggap relevan oleh peneliti.?

2 1bid, him. 126.



Berdasarkan pernytaan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan

menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana.

Olehkarena itu,seorang hakim dalam  menjatuhkan  putusan  akan

mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis®, yaitu:
1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
2. Pertimbanga Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat
pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup
untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa
ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,
kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh
karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur
tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja,

tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam

3Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, him. 63.



melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif

oleh hakim yang mengadili. *

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang
anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji
kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah
menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-
sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak
yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat

memberikan putusan yang adil. °

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh
hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu

sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan
berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang

berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan

hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku

*Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 20.
*1bid



tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum

dalam perkara pidana.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus
dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya
dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari
putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa
dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata -mata atas dasar intuisi
atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di

putusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman
yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari
putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori ratio decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih
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relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.®

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwah pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua
ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi
terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat

dan bangsanya.’

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, teori

kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan,

2. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak
pidana,

3. Untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam
rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidan anak,
dan sebagai pencegahan umum dan khusus.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya

haruslah mempertimbangkan segala tujuan, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan
yang dilakukan oleh pelakunya.

b. Sebagai uapaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera
dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.

c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak
pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.

®Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2011, him. 105-112.

’Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar
Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102.
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d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan
pelaku kejahatan tesebut. ®

b. Asas Ultimum remedium

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan
hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Van
Bemelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan
bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman
penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana
dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian
menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai ultimum remedium,
yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat,
serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.
Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum
pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika

sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Istilah ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk
menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka
pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang
antara lain menyatakan bahwa :

1. Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan

“onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan condito sine qua
non.

8Ibid, him. 112
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2. Syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut
pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah
tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap
ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal
dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti
bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat
penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus
menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada
penyakit”.g

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana
itu sebagai ultimum remedium. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato
penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A.
Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa hukum

pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum,

dan oleh karenanya hukum pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdirisendiri.*°

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil ultimum remedium ini
diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum
sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya
kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik
hukum pidana dalam konteks ultimum remedium ini bahwa penegakan hukum
pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat
mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan ultimum
remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi
kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada

penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum

*https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-
remedium/

Ohttps://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-
remedium/
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remedium) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum
sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi
administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi
hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya
melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan ultimum remedium ini harus
diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan
ketidakadilan atau untuk memulihkan Kkerugian, melainkan upaya untuk
memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak
dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main

hakim sendiri.!*

Seperti yang telahpaparkan bahwa sanks pidana merupakan “obat terakhir”
(ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum.
“Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada
bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum
pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser
kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum
remedium (obat yang utama).Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana
sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam undang-undang mengenai
terorisme dan tindak pidanakorupsi.Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan
perbuatan yang diatur dalam dua undang-undang tersebut merupakan tindakan

yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat.

https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-
remedium/
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Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain,
karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau
menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini
faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium)
lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-
undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan
adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium). Misalnya
penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan
melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana
sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membolehkan
adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun,
kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang
melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa
siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa
pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih
sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak

mengulangi perbuatannya.

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perkembangannya
penerapan dalil ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak
mengalami kendala -kendala, dan factor-faktor lain salah satunya adalah karena
hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan
dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut

tidak mengenal kompromi atau kata damai.
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2.  Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan
dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. * Berdasarkan definisi di atas, maka
batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Analisis adalah upaya memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehinggah hasil analisis dapat
diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.*?

b. Ultimum remedium adalah asas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan
atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan
hukum.**

c. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas)Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang Pelaku harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.*

250erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, him 22

% Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, him 54

¥ Kukuh subyakti, http://jurnal unissula ac id/index php/PH/article/viewFile/1431/1104, 2 Mei

1> Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him 25


http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1431/1104
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e. Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut
secara meluas, menumbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang
strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional

dengan motif idiologi, politik, atau gangguan keamanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

menyeluruh tentang penelitian ini yang terditi dari 5 bab, yaitu:

I.  PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi,
permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-
pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang
bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi
perbandingan antara teori dan praktek. Bab ini berisikan pengertian analisis, Asas

ultimum remedium, Tindak pidana, Anak, serta Terorisme.
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I11. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan
dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan

pengolahan data dan analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari masalah yang akan dibahas yaitu
Analisis penerapan ultimum remedium terhadap Anak pelaku tindak pidana

terorisme.
V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan
kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan

yang ada.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Ultimum remedium dalam Penegakan Hukum Pidana

Tatanan hukum mengenal adanya asas ultimum remedium yang merupakan salah
satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan
bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penergakan
hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwaultimum remedium sebagai alat
terakhir,’® Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi
yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.Ketentuan
sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang
terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh
lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang,
korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan

kepastian hukum.

Ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab
pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka
pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang — Undang Hukum Pidana), yang

antara lain menyatakan bahwa:

18 Mertokusumo, 2009 hal 128
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“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan
“onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan condito sine qua non.
Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan
melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain.
Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap
setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal
dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa
pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang
keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi

obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”

Bahwa dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu
penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan,
apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana.
Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks ultimum remedium
ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap
harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan
mengenai penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh
hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan
yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya
terakhir (ultimum remedium) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana,
karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain
seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi
sanksi — sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun

melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan ultimum
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remedium ini harus diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk
memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya
untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang
apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan

orang main hakim sendiri.

Seperti yang telah di paparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir”
(ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum.
“Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada
bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum
pidana di Indonesia, sanksipidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser
kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum
remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana
sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam Undang-Undang mengenai
terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini
dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua Undang-Undang tersebut
merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat.
Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain,
karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau
menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan Kini
faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium)
lagi,banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-
Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan
adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium). Misalnya

penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan
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melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana
sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membolehkan
adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12 (dua belas)
tahun — 18 (delapan belas) tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan
tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan
masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana
maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak
mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai

penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil
ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-
kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana
memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran
dan tentunya di dalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal

kompromi atau kata damai.

Asas ultimum remedium juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi
pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga
memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak

hidup, dan hak unuk memperbaiki diri.
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang digunakan dalam buku-buku
yang di tulis oleh para ahli hukum pidana Indonesia sejak jaman dahulu hingga
jaman sekarang. Semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa

Belanda: “Strafbaar feit”, sebagai berikut:

a) Delik (delict)

b) Peristiwa pidana (E.Utrecht)

c) Perbuatan pidana (Moeljatno)

d) Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum

e) Hal yang diancam dengan hukum

f) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum

g) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai
sekarang).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai
pengertian tindak pidana (Strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan pengertian

yang berbeda sebagai berikut:

a) Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh
peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

di hukum.
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b) Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang di ancam dengan pidana, yang
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

c) Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan
perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

ancaman pidana”.

d) Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-
undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan”.

e) Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

f) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

pidana”.’

YTri Andrisman, Hukum Pidana Asas —Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,
Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, him 69-71
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Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli hukum diatas,
penulis memberikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan

seseorang dimana bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus

dilakukan, terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum;
2) Kaualitas dari si pelaku;

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan

sebagai akibat:

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan
dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di

dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1)
KUHP;

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
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4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340
KUHPPerasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.'8

Simonsseorang penganut aliran monistis memberikan unsur-unsur tindak pidana
sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

Diancam dengan pidana;

Melawan hukum;

Dilakukan dengan kesalahan;

Orang yang mampu bertanggungjawab.

® 00 o

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan
wetsdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum
yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan,
melukai orang lain, mencuri, dan lain-lain. Sedangkan delik undang-undang
melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan
untuk mempunyai SIM (surat izin mengemudi) bagi pengendara kendaraan

bermotor dijalan umum. *°

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu
lebih ringan daripada kejahatan.Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada
pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan
dan pidana denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan anacaman

pidana penjara.

¥Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, him 50-51
“lbid, him 58
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b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa
sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan suatu perbuatan. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan
dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dariperbuatan sebagai
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Misalnya pada
tindak pidana pencurian untuk penyelesaiannya pencurian digantungkan pada

selesainya perbuatan mengambil.

Tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang.
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang
dipertanggungjawabkan dan di pidana. Misalnya pada pembunuhan inti larangan
adalah menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak,
membacok, atau memukul. Untuk penyelesaian tindak pidana ini digantungkan

pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatan.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak pidana yang
secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud),
Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui). Semantara itu tindak pidana
kelalaian(culpose delicten) adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa
kelalaiaan dan kurang hati-hati. Tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian

ini, misalnya Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360.
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d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik
Omisionis)
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga
perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, misalnya berbuat
mengambil, menganiaya, menembak, dan sebagainya. Sementara itu, dalam
tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan
seseorang di bebani kewajiban hukum untuk berbuat (aktif) perbuatan itu,
misalnya pada Pasal 522 (tidak datang mengahadap ke pengadilan sebagai saksi,

Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar
adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya penghinaan,
perzinahan, pemerasan, dan sebagainya. Sedangkan delik biasa adalah tindak
pidana yang penuntutannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang

berkepentingan.?°

C. Pengertian Anak dan Batas Umur Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia,
anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara

menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, him 125-
132.
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serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh Kkaren itu,
kepentingan terbaik bagi anak dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

kelangsungan hidup umat manusia.”*

Pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, agak berbeda dengan
pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak.Anak dalam UUPA disebut dengan anak nakal, sedangkan dalam UUSPPA
ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu anak yang berkonflik
dengan hukum (disebut sebagai anak), anak yang menjadi korban tindak pidana
(disebut sebagai anak korban), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
(disebut sebagai anak saksi). Ketiga istilah anak tersebut dalam UUSPPA disebut

sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum ditentukan dalam:

1. Pasal I angka (3), yang menyatakan: “Anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana”.

2. Sedangkan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian: “Anak yang menjadi
korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
pidana”.

3. Selanjutnya Pasal 1 angka (5) menentukan: “Anak yang menjadi saksi
tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang %Jatu perkara pidana yang diengar, dilihat, dan/atau dialaminya
sendiri”.

21Trj Andrisman, Hukum Peradilan Anak, him 19
22Tri Andrisman, Op Cit, him 15-16
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Pengaturan tentang batasan umur anak dapat dilihat pada:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak,
tetapi pembatasan umur anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan

Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 (enam belas) tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 153 Ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak

yang belum mencapai 17 tahun untuk menghadiri siding.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 Ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa
(minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerjarigheid), yaitu 21 tahun,
kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan

(Pasal 419).
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2): “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

tahun dan belum pernah kawin”.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
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f.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 1
Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.?
g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”.
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun
sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut
hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi
hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum

nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.*

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “ferrer” yang berarti membuat
gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan
tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima

secara universal.Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang

Zlbid, him 16-17
? Indriyanto Seno Adji, Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta :
O C Kaligis & Associates 2001) hlm 17
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memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya
korban warga sipil yang tidak berdosa.?

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji
terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun

beberapa pakar ahli, yaitu :

a. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan,

dengan ciri-ciri :

1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat
terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan
kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi
kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara

serius untuk campur tangan atau menggangu system elektronik;

2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau

untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;

3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau

ideology;

4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan

senjata api dan bahan peledak.

b. Terorisme menurut KonvensiPBB adalah segala bentuk tindak kejahatan yang
ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror

tehadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

% |bid Hal 18-19
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c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan
atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan
terutama untuk tujuan politik.

d. Dalam UU Nol5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara
sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan
Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan
kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror
atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran
terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat,
lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan,
pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau
fasilitas internasional.

e. Menurut Syed Hussein Alatas, terroris (pengganas) adalah mereka yang
merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan
serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang
salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas
perhitunganbahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan
matlamat persengketaan. 2

f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai

tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan

% Dikutip dari Abdul Wahid, dkk, 2004, Kejahatan Terorisme. HIm. 29-30.



33

tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan

penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. %’

2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme, (BNPT) mempunyai tugas :

1. Menyusun Kkebijakan, strategi dan program nasional di bidang

penanggulangan terorisme;

2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan
membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi
pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-

masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Rl Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam menjalankan tugasnya, BNPT

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang

penanggulangan terorisme;

2. Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;

2" Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, (Jakarta : Gramata Publishing , 2012),
him. 2.
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Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan

propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
Koordinasi pelaksanaan deradikalasi;

Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial

menjadi target serangan terorisme;

Koordinasi  pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan

kesiapsiagaan nasional;
Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;

Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi

dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;

pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka
pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan

kesiapsiagaan ~ nasional di  bidang  penanggulangan  terorisme.



I11.  METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala yang bersangkutan. %

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan
ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara
mengalisisnya.?’Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.
1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan

87ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him.18.
% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. him. 1.



yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis

Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui

secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkandalam pelaksanaan suatu
penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri
dari data lapangan dan data kepustakaan. * Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini berupa:
1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan

dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 2004, him. 15.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.

Peraturan Presiden Rl No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan
bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan
lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang
diteliti.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada
relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk
dan penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan
merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan

analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili
pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas
tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan
pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber
diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu
masalah atau isu yang sedang berkembang. *' dengan demikian maka dalam
penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah
ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranana terkait Analisis
Penerapan Ultimum remedium terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme

sebagai data penunjang, terdiri dari:

a. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur = 1 orang
b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme = 1lorang
c. Dosen fakultas hukum bagian Pidana Universitas Lampung = 1 orang
+
Jumlah Narasumber = 3orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Studi pustaka (library reseacrch)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip

dari literatur seta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

31 Wikipedia, “Narasumber”, 2017, (https://fid  wikipedia org/wiki/Narasumber#cite_note-2),
01/01/2018
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undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok
bahasan.

b. Studi lapangan (field resaerch)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan
kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan
data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitiaan. Wawancara
dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara mendalam guna
mendapatkan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hal yang
dibutuhkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview
dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh

penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui
kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan
yang diteliti.

b. Kilasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok
yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
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c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyususn data yang saling
berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada

bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang
tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan
untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penariakan kesimpulan dilakukan dengan
metode indukatif, Yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik

kesimpulan yang bersifat umum.*

%2 Soerjono Soekanto, Op Cit , him 102



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis,
makan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan Ultimum remedium
terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme
Penerapan asas ultimum remedium dalam kasus terorisme yang dilakukan oleh
anak memang tidak mudah. Dalam praktiknya, hakim cenderung memvonis
pidana penjara terhadap pelaku terorisme, salah hakim menjatuhkan hukuman
tiga tahun penjara kepada anak pelaku terorisme Ridho Pratama Putra. Artinya
dalam kasus terorisme pidana penjara merupakan premium remedium sebagai
penegakan hukumnya. Namun, kedepannya hakim dapat menerapkan asas
ultimum remedium dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak
pidana terorisme,dengandasar pertimbangan hukumyaitu:
a. Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
b. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

c. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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d. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

2.Implikasi penerapan Ultimum remedium terhadap Anak pelaku Tindak Pidana
Terorisme terdapat dua macam, yakni implikasi positif dan implikasi negatif:
Adapun implikasi Positif penerapan asas ultimum remedium terhadap anak
pelaku tindak pidana terorisme yaitu penerapan asas ultimum remediumdapat
melindungidan mengayomi anak yang berkonflik denganhukum serta dapat
mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, hak-hak anak, dan
perlindungan anak. Selain itu, penerapan asas ultimum remedium dapat

meringankan beban lembaga peradilan.

Adapun implikasi negatif dari penerapan ultimum remediumterhadap anak
yang melakukan tindak pidana terorisme yakni secara garis besar, penerapan
ultimum remidium terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme
dikhawatirkan tidak memberi efek jera dan mengundang persepsi dan reaksi
negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mengingat
tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan

membahayakan nyawa orang banyak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa

saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada hakim anak, kedepannya perlu untuk benar-benar memahami asas-asas
hukum pidana khususnya asas ultimum remedium serta peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak pelaku tindak
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pidana terorisme, sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana
bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kedepannya
perlu memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah pencegahan tindak
pidana terorisme khususnya yang melibatkan anak. Hal ini diperlukan agar
anak tidak terjerat paham radikal mengingat anak merupakan generasi penerus

bangsa.
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